BABI

PENDAHULUAN

g Masalah
Tanah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu

|
kehidupan masyarakat, terlebih-lebih di lmgkungan masyarakat Indonesia yang
|

sebagian penduduknya menggantungkan kehidupannya dari tanah. Sehubungan
dengan itu, ﬁlzllaka kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di
bidang pertanahan akan meningkat. Perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan

) ' .
jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-
vl

ketentuannya sangat diperlukan dalam pemberian jaminan kepastian hukum

dibidang pertanahan tersebut, di samping itu maka yang tidak kalah pentingnya
|

adalah terselenggaranya pendaftaran tanah demi adanya kepastian hukum hak

atas tanah. : |

-

Kegiatan Lendaﬂaran tanah diatur dalam Undang—Undang Pokok Apraria -
|

(UUPA) sebagal mana tertuang dalam tu_]ua.n dradakannya UUPA di wilayah

Negara Repubhk| Indonesia, yaitu ;

a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang
1
merupakan alat untuk membawa kemakmuran,‘kebahagiaan dan keadilan
bagi rakyat dan rakyat keturunan tani,
‘ I

b.’ MeletakkarIJ dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan

. dalam hukifm pertanahan,

N
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Unwk"mewu_]udkan tuJuan sebagalmana yang tertuang dalam UUPA

tersebut tcrutama dalam hal meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian

hukum mengerll_al hak-hak atas tanah bagi rakyat maka didalam Pasal 19 ayat (1)
UUPA menjel;l'laskan bahwa :"untuk menjamin kepa_stian hokum oleh pemerintah
diselenggarakaliL pendaftaran tanah di seluruh v.vilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.” Dengan demikian
bahwa _pcmez}inltah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan peﬁdaﬂaran tanah
diseluruh Mla}l?h Republik Indonesia.

Sebaggi!l tindak lanjut pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah

Nomer 10 ET'alhun 1961 tentang pendaflaran tanah. Aken fetapi, pada
kenyataannyalg ﬁitandaﬂaran tanah yang selenggarakan berdasarkan PP tersebut
belum mernbt:an"kan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dalam kurun
waktu kurang leblh 35 tahun sejak ditetapkannya PP tersebut baru berhasﬂ
mendaftar tana.h\ sekitar 16,3 juta bidang (30%) Berdasarkan keadaan tersebut
pemerintah melpgadakan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang di Undangkan dalam Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1997 tentang pendaftacan tanah,

Dalam : IIPeraturan Pemerintah_ yang menyempurnakan Peraturan
Pemerintah No'ml;or 10 Tahun 1961 ini, tetap dipértsihankan tujuan dan sistem
" yang digunakan 'lllaada hakikatnya sudah ditetapkan dalem UUPA, yait bahwa

pendaftaran tanah|diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian

hukum dibidang pertanahan dan bahwa sistem publikasi
ncgatif, tetapi yax'llg .mengandung unsur positif. Pendaftara gy nltrOPDF

]

mmalalll . oot



kelurgha atimi lain sebagainya terutama dilakukan-atas prakarsa Pemerintah dan

' | .
secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang tanah atas permintaan
pemegang gtau penerima hak atas tanah yamg bersangkutan secara induvidval
ataupun masal,

Pen)llrelrppurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbajzai hal yang

belum jelas! dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, antara lain
pengertian ! ipendaftaran tanah itu sendiri, asas-asas dan  tujuan

penyelenggaifalannya yang disamping untuk memberikan kepastian hukum juga

dimaksudkan Iunmk mcnghimpﬁn dan menyajikan informasi yang lengkap
mengenai da‘éaiﬁsik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan.
Didalia;p pelaksanaan pendaftaran_ tanah dl . das'ar'lfaz.l'__p.ac'la asas-asas,
sebagai manzli k;eﬂumg dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, yaitu asa'ls sederhana, asas aman, asas terjangkan, asas mutakhir dan asas
terbuka. Badiﬂl Pertanahan Nasional selaku benyelenggam pendaftaran tanah
diharapkan dapat menerapkan asas-asas tersebut agar tu_]uan pcndaﬁaran tanah.

sebagai mana tertuang dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 dapat tercapai.
|

Di dal!eu;. pendaftaran tanah, asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pmsééiumya dengan mudah dapat dipghami oleh pihak-pihak yang
_‘herkepentingaﬁ,'terutama pemegang hak atas tanah, éedangkan asas terjangkau

~ dimaksudkan 1l§cterjangkauan bagi pihak-pihék yang memerlokan. Asag

sederhana dar’ terjangkau perlu mendapatkan perhatian khusus dibandingkan

dengan asas yaﬁlg lainnya, karena didalam kedua asas ter
o
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|
. | il '
dan dimungklinkan banyak terjadi pelanggara-pelanggaran yang berhnbungan

dengan kedua asas tersebut.

Seiriné dengan meningkatnya kesadaran masyarakat di wilayah
Kabupaten 'iIS'Il\Ieman akan jaminan kepastian hukun tanah mereka, maka
pendaftaran | tlginah di wilayah Kabupaten Slemaﬁ semakin meningkat. Hal
tersebut tentlmi_lya'sangat menarik untuk diteliti lebih jauh, khususnya mengenai
asas sedethana dan ferjangkan didalam pendafiaran tanah mereka,

Berdés:erkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian drer'!1gan judul : “PENERAPAN ASAS SEDERHANA DAN
TERJANGK{&ITI DALAM PENDAFTARAN TANAH SPORADIK MENURUT
PP NOMOR ?%‘\TA@UN 1997 DI KABUPATEN SLEMAN,”
|
B. Perumusan I\/!I:ilzlzjalah
1. Bagaimana :t|1paya BPN Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan asas sederhana
dan te:jaﬁgkau ‘dalam pendaftaran tanah secé.pa sporadik di I_(abupat_ep |
Sleman? |
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan BPN Kabupaten Sleman
dalam pénerlapan asas sederhana dan terjangkau dalam pendafiaran tenah
secara 'sporac{lik di Kabupaten Sleman? ‘

!
C. Tujuan Peneliii:;'n

. - . .
" 1. untuk mengetahui upaya BPN Sleman dalam penerapan
baeinmonlinae dutl Lo 1
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i.
2. untuk mériémuk_aq hambatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman
dalam pe’nérapan asaas sederhana dan terjangkau dalam pendaftaran tanah

secara spbrlg:'dik di Kabupaaten Sleman.
|

D. Manfaat Penelitian

|
1. Bagi 11mu pengetahuan

Hasil penelman ini dibarapkan dapat memberikan sumbangan ilmu
|

pengetahuian dibidang Hulkum Administrasi Negara terutama inengenai
pelaksanaani|pendaftaran tanah sporadik di Kabupater; Sleman.

2. DBagi pemba;ngunan
Hasil pen#al?ﬁm ini diharapkan dapat memberikan sumbang, saran kepada
BPN dala.tIn. pelaksanaan pendaftaran tanah,

|

|
E. Tinjauan Pus’ltallca

Kebijzikia'n pertanahan di Indonesia bersumber pada Pasal 33 ayat (3) ‘
Undang—Unda;lglv,- Dasar 1945 yang mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan
alam yang tefkeimdung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Sebagai pelaksanaan

dari ketentuan tersebut maka di kelarkan Undang-Undang Nomor § Tahun 1960
tentang peratLﬁ'all;l dasar pokok-pokok Agraria. ‘
| Pasal 2!| UUPA nengatur mengéna.i hak menguasal darl negara yang
m'eﬁyébutkan :‘
1. Atas!dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Un
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1,

angkdsa, termasuk kekayaan alam yang terkandu PDF’
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2. Hal': menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini
me:r:nberi"wewenang untuk :
a, Mquatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
' penyediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut,
b.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
. orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antare
.orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukwm yang mengenai bumi,
.air dan ruang angkasa. o
3, Wé"wenang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada
dyat (2). Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besamnya

ken:}akmuran rakyat dalam arti kebangsaan kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merheka, berdaulat, adil dan makmur.

4. hél:,‘menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat
dikt'xlasakan pada daersh-daerah swatantta dan masyarakat adat.
Sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
Nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Mak;sud dari Pasal 2 UUPA adalah bahwa dalam mengatur

pertanahan u'nt'Lk sebesar-besamnya kemakmuran rakyat, Negara berwenang
! I . i

antara lain meﬂpnulléhn dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan per?ﬁ:ruan-perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang Emgkasa.

| Dalam: If’!lasal 4 ayat (1) UiIPA menentukan adanya hak-hak atas tanah
yang dapat diibt:a'rikan kenada orang-orang baik sen__diri maupun bersama-sama
atau badan-baclia;xr hukum untuk dapat mem_anfgatkzgq tanah ataupun memperoleh

bukti atas tanah '5|(ang berupa sertipikat tanah, Berdasarkan Pasal 2 Juncto Pasal 4

h 1
ayat (1) UUPA,I Negara dapat mengatur adanya macam-macam hak atas tanah

yang didalam Pagal 16 ayat (1) UUPA, diperinci sebagai berikut :
Hak r'lu'lik

Hak gjuna usaha

Hak guna bangunan
Hak pakai

Hak sewa

Hak membuka tanah

rro1: M :
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8. Hak-hak lain yang tldak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
akan dltetapkan dengan Udang-Undang serta hak-hak yang sifatnya

sementara yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
yang d1tetapkan pemerintah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 |merupakan bagian dari usaha pcmcrmlah untuk menyediakan dasar
hukum yang | kuat dan selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
pembangunan bagl pelaksanaan administrasi pertanahan dan-pemberian kepastian

hukum kepada '|1|nasyarakat mengenai hak atas tanah.

Dalam iF’era.turam Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 penyempurnaan

yang dilakukani IIzbtﬂ:rupa panegasan berbagai hal meliputi

[l
a. Pengeman pendaﬁaran tanah.

b. Asas-asasl. d:lm tujuan penyalanggaraan pendaftaran tanah, yakni memberikan |
kepastiaan ilhukum dan menghimpun serta menygjikan informasi yang,
lengkap nﬁef;"genai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah.

c. Penegasanll gt'anyeaerhanaan, serta peningkatan tatacara pendaftaran tanah.

d. Kemungkihén penggunaan teknologi modern dalam pengukuran dan

pemetaan, . |

e. Kemungkinan pembukaan bidang tanah yang data fisik dan atau data

yuridisnya bélum lengkap atau masih disengketakan.
f  Kekuatan gei|nbuktian sertipikat yang meliputi dua hal, yakni :
- [
1) Seﬂipiﬁat merupakan atat bukti yang kuat, yang berarti bahwa selama

belum dibuktikan sebaliknya, date fisik dan data yuri
|

Aale o _lar. n P |
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|
tersqb_tilt sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku

tanah yang bersangkutan; dan
2) Bahwa) orang tidak dapat menuntut tanah yang-sudah- bersertipikat- atas

nama !-arang atau badan hukum lain jika selama lima tahun sejak

diterbifmnnya sertipikat tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan

keber'iat:zm secara tertulis kepada pemegang dan kepala kantor pertanahan

atau tldllak mengajukan gugatan di pengadilan sedangkan tanah tersebut
diperolch orang atau badan hukum lain dengan itikad baik dan secara
fisik !dikuasai oleh orang atau badan hukum lain yang ' mendapat

|
persetujuannya.
|

g. Peran dan tiianggung j_awab PPAT
Di da.laITl Peratura~Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 |
memberikan rm'<|:1an tentang tujuan diadakannya pendaftaran tanah, yaitu :
a. untuk me@lbcrikan kepastian hukom dan ﬁerlindungan hukum kepada hak
atas suatu’;bllidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain terdaftar, agar |
: ;
dengan mlut:liah dapat membuktikan dirinya secbagai pemegang hak yang
bersangku[:a!p yang berwujud sertipikat hak atas tanah.
b. Untuk mc;n:;,'ediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk lIzafll:tmarintah agar dengan mudah dapat memperolch data yang
o]
diperlukan! clllalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

‘tanah dani satuan-satuan rumah susun yang sudah ‘terdafiar dan bersifat

terbuka untuk umum.

c. Untuk terséli:anggaranya tertip administrasi pertanahan, " nitro™°F
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1 i ’
hapusnyathak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib di

|
daftar, -
I

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh
Badan Pertanahan Nasional, tugas pelaksanaan tanah chlakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan
Pemerintah-:a"rau Perundang-Undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada
pejabat la,in.iD!a.lam melaksanakan pendaflaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan

di bantu olel| PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan
|

kegiatan-keglialltan tertentu untuk daerah yang terpencil yang belum ‘ada PPAT
ditugaskan dengan ditunjuk oleh Menteri yaitu PPAT sementa.

Pendilfltaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara sistematik dan
secara sporaciil:f[. Mengenai pendafiaran tanah untuk pertama kali, diatur di dalam
Pasal 13 Pera'tuilan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi :

a. Pendaﬂariar!ll tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pendaﬂamﬁ tanah
secara sis’:ce:matik dan pendaftaran tanah secara sporadik, |

b. Pendaﬁaréul} tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan
dilaksanaka;g di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Dalam hal sulita  desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah
pendaﬂara'ni tanah secara sistematik sebagai mana dimaksud pada ayat (2),
pendaﬁaran 1anah dilaksanakan melalui pendafiaran tanah secara sporadik.

d. Pendaﬂaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas pennmtaan pihak yang

berkcpentmgan

PDF’

Maksu;d!IPasaI 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 - mtro
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secara siste'mlatik__dan secara spéradik. Pendaftaran secara sistematik adalah
kegiatan pendaftaran untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang
meliputi seml:la obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah
suatu desafk'el]u:ahm;. Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena

melalui cara ihi akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah
yang akan dJl.di@lftﬂ.l' dari pada melalui pendafiaran tanah secara sporadik, karena
pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakatsa pemerintah,

maka kegiataniterselgut didasarkan pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh

|

1

menteri. | 1|
I

|

Pasalj 73 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997,

pendataran tqn.'%nlh secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan |
dengan surat; sésuai bentuk. Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah
proses pema'g;tiflln letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdagarkan
permohonan péimcgang haknya atau calon pémegang hak baru yang letaknya
saling berbataise'tin atau terpencar-pencar dalam satu dpsafkeluraharg dalam rangka )
penyelenggaraa.lt% pendaftaran.

Penndh':c nan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
meliputi permbflonan :
a. Melakukan Iinpngukman bidang tanah untuk keperlﬁan tertentu,;
b. Mendaftarhlak baru berdasar alat bukti sebagai mana dimaksud dalam Pasal

23 PP Nomo‘l . 24 Tahun 1997;

C. Mendaﬂarlth lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Tahun 199?.1‘

" nitro™®"
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DalalmI Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatakan

bahwa “Pén!c|.aﬁa.ran dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman,
terjangakau, i-mii.ltakhir dan terbuka

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-
ketentuan pok|9knya maupun prosedurnya dcngqn -mudah dapat dipahami oleh

pihak-pihak |yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.

Sedangkan asias aman dimaksﬁdlcan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran
tanah perlu di:selenggarakan secara teliti dan cermat schingga hasilnya dapat
memberikan - jg'f,lminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran - tanah itu
sendiri. :

Asas! t’érjangkau dimaksudkan bagi pihak-pihak yang memerlukan,
| .

khususnya deillgan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan
ekanomi lema.:lx. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan
pendaftaran tZEmI?.Lh harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Asas r‘x'mtakhir dimaksudkan kelengkapan yang 'memadgi dalam
pelaksanammilrai dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang
tersedia harus imenunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perhu diikuti

o
kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubshan yang tetjadi

dikemudian birj| |

Asas m‘llitak}ﬁr menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara

terus menerus q:|!an berkesinambungan, schingga data yang tersimpan . dikantor
| i .

* v\nrﬁnhn‘nnn Amlatlee . _* 1
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|
memperoleh' keterangan mengena) data yang benar setiap saat. Untuk itulah
diberlakukan 'i)ula asas terbuka.

Atas penjelasan dari Pasal 2 tersebut, maka AP. Parlindungan

b

menginga&.';n? bahwa Pasal 11 ayat 2 UUPA telah menggariskan tentang “

dengan melnjlamin perlindungan terhadap kepentingan ekonomi lemah.”
] ‘
| |

Demikian p,ulla oleh Pasal 19 UUPA masih lagi disinggung mengenai hal .
tersebut, “Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pcnc!ia’lﬂaxan tanah termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan
bahwa rakyatI yang tidak mampy dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya

tersebut,**

|

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

jem's: penelitian dalam penyusunaﬁ skripsi ini adalah penelitian

kepustaszla#l (librari reseach), dalam hal ini penulis hcrusahg mgmpelaj_aﬁ |
dan men;gl:lunpulkan data yang sesuai dengan poké)k permasalahan serta
ditunjang ;engan data yang penulis peroleh melaluj wawancera dengan
narasumber kepala BPN Sleman atau pejabat yang mewakili.

2. Lokasi'perileilitian ‘
Kantor Bacian Pertanahan Nasional Kabupatén Sleman. Di lokasi penelitian
ini penullisg akan mengamati serta menéari data mengenai proses-proses

_pendaﬂaralﬁl tanah secara sporadik.
|
|

ZIT\“_I' L] Lol 1" . —_—
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3. Teknik Pe;

4. Narasumber

©'5. Analisis dafta: '

a. Penellif

Yaith'

1gumpulan Data

1an Kepustakaan (Library research)

13

teknik pengumpulan data dengan mencari buku-buku atay data-

I
datal dlan lintasan literatur, peraturan perundang-undangan, surat kabar

dan bIL

diteliti:

|
b. Penelitian Lapangan (Field research)

. Wa

wancara (Interview)

ku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan taﬁi?é'jatw'ab
< g

s(:eclara langsung kepada nara sumber vang terkait dengan peneliﬁm

berdasarkan

2) Kfu

dahi

n]u.

4

isioner

pedoman wawancara yang sudah distapkan terlcbih

Y:ailtu teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang

sifa:tnya dityjukan kepada responden '_sebaga.i ﬁiha_k—pihak yang
i I

ter

mér‘|1

1il

dapatkan jawaban secara tertulis.

] |
Kepala BP'NI Sleman atau yang mewakili,

vat langsung dalam permasalahan yang penulis teliti guna

Penﬁli:s dalam menganalisis data yang diperoleh dengan. menggunakan

analisis data

dan deduktif

secara kualitatif dengan dibantu metode bert

" nitr
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| |
Secara

Sec::‘lm:a

perta_n,";

!
(berﬁkll
|

14

induktif adalah pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.’
deduktif adalah inenarik kesimpulan yang dimulai dari

aan-pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio

r rasional).®

1
LET-F TP,
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